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PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jalan Basuki Rahmat PangkalpinangTelepon 0717 - 422876 

 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PANGKALPINANG 

NOMOR :            /KEP/DLH/V/2025 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025 

 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PANGKALPINANG, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi 

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 

perlu disusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA); 

  b. bahwa Perubahan RENJA sebagai landasan penyusunan 

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) 

dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD); 

  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 Ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan 

Peraturan Kepala Daerah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Kota Pangkal Pinang Tahun 2025; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4033); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 3952); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
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Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Perangkat Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 

2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
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  13. 

 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471); 

  15. 

 

Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 07 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Pangkal Pinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03); 

 

  16. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 08 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah 

Kota Pangkal Pinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E); 

  17. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota 

PangkalPinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01); 

  18. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkal Pinang 

Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang 

Tahun 2012 Nomor 01); 

  19. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota 

Pangkal Pinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887); 

  20. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 

2024 Nomor 57); 

  21. 

 

Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 

tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang 

Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang 

Tahun 2023 Nomor 144); 

  22. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota 

Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 

Nomor 182); 

  23. 

 

Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2024 

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang 

Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 

Nomor 224); 

 

 



 

iv 
 

  24. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 58 Tahun 2024 

Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 

Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota 

Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 264); 

  25. 

 

Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2025 

tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota 

Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang 

Tahun 2025 Nomor 277). 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  

 Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang 

Tentang Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025), dengan 

ketentuan umum, yaitu: 

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat P-RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 

(satu) tahun. 

 

2. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

 

3. Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat P-Renja OPD adalah dokumen perencanaan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

 

4. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau 

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang 

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran 

dan tujuan pembangunan daerah. 

 

5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 

atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur 

pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya 

manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana 

atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya 

tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran 

(output) dalam bentuk barang/jasa. 

 

6. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai 

secara langsung sasaran program prioritas. 

 

7. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-

tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna 

memastikan kseinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk 

setiap program dan kegiatan. 
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8. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang 

sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang 

tercantum di dalam dokumen rencana, hanya berupa indikasi yang 

hendak dicapai dan tidak kaku. 

 

9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan 

atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran 

dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

 

10. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif 

dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, 

manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian 

kinerja suatu program atau kegiatan. 

 

11. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu 

program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

 

12. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 

kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian 

sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 

 

13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

 

 

Kedua :  Sistematika penyusunan Perubahan Renja, yaitu: 

  BAB I  Pendahuluan 

  Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan 

tujuan, dan sistematika penyusunan. 

  BAB II Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 

   Menjelaskan Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 

2025 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Pangkalpinang, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting 

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Pangkalpinang, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,  

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 

  BAB III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan 

     Menjelaskan Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan. 

  BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan 

   Menjelaskan Rencana Kerja Berupa Program dan Kegiatan 

OPD berikut dengan Pendanaannya. 

  BAB V Penutup 

     Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian. 
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Ketiga :       Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Pangkalpinang 

pada Tanggal 28 Mei 2025 

 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Pangkalpinang 

 

 

 

Bartholomeus Suharto, S.T., M.Si. 

Pembina Utama Muda 
NIP. 197208241998031002 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat 
rahmat dan limpahan karunia-Nya jualah, aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Pangkalpinang diberikan pengetahuan dan kemampuan untuk mengemban dan 
melaksanakan tugas serta tanggung jawab dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja 
(P-RENJA) Tahun 2025. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjangan kita Nabi 
Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. 

P-RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025 menguraikan 
tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, program dan rencana kegiatan 

tahunan Perangkat Daerah. 
Penyusunan P-RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang tahun 2025 

merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa 
(clean and good governance) serta berorientasi kepada hasil (result oriented) sesuai dengan 
amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.  

P-RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini pada 
dasarnya merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berkenaan 
dengan itu, sebagaimana konsep manajemen pemerintahan, sebagai Perangkat Daerah 
(PD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dituntut untuk melaksanakan prinsip-
prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta profesional dalam hal perencanaan 
kinerja dan penganggaran. Dalam aplikasinya, penyusunan Rencana Kerja Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan 
pengejawantahan semangat reformasi birokrasi yang menghendaki pencapaian maksimal 
dalam etos kerja. 

Akhir kata, semoga dokumen P-RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Pangkalpinang Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan 
perencanaan pembangunan satu tahun kedepan dan diharapkan mampu memberikan 
manfaat serta dampak positif bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara 
informasi, evaluasi maupun sebagai parameter dalam peningkatan kinerja organisasi. 

 

 
 
 

Pangkalpinang ,  28 Mei  2025 
 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
Kota Pangkalpinang, 
 
 
 
 
Bartholomeus Suharto, S.T., M.Si. 
Pembina Utama Muda 
NIP.19720824 199803 1 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(P-RKPD) perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P- Renja) yang 

merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan 

untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan 

kerangka anggaran. P-Renja disusun oleh Perangkat Daerah (PD) sebelum 

menyusun P-RKPD. P-Renja yang disusun meliputi renja awal yang merupakan 

turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang kemudian dalam 

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tentukan program-program 

strategis yang ada di setiap Perangkat Daerah yang merupakan renja akhir yang 

akan dituangkan ke dalam dokumen P-RKPD. 

P-Renja Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja-PD), adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) bulan. P-Renja (work plan 

report) tahun 2025 yang disusun ini merupakan uraian lebih lanjut secara periodik 

dari Rencana Strategi (strategic plan report). Rencana strategi atau disebut dengan 

Renstra sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang 

harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan 

lebih terfokus. Dengan adanya rencana kerja yang telah tersusun dengan baik 

diharapkan kinerja perangkat daerah dapat semakin baik dan lebih terfokus. P-

Renja PD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran dan pagu indikatif dan perkiraan maju. Sebagai dokumen rencana 

tahunan Perangkat Daerah, P-Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang 

mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program 

pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. P-Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial mengacu kepada 

sasaran strategis Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dengan 

tetap memperhatikan arahan operasional dalam Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD); 
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2. P-Renja PD merupakan acuan setiap PD untuk memasukkan program 

kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang 

akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025; 

3. P-Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi 

pelaksanaan program kegiatan PD dan untuk mengetahui sejauh mana 

capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja selama Triwulan I 

sebagai wujud dari kinerja PD, tahun 2025 merupakan tahun kedua 

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. 

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung 

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka 

sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen P-Renja PD harus 

mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

antara lain: 

1. P-Renja disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan I dan 

mengacu kepada P-RKPD tahun berkenaan. 

2. Program dalam P-Renja harus sesuai dengan program prioritas. Dalam 

hal ini karena pada tahun 2025 merupakan tahun kedua di pemerintah 

Kota Pangkal Pinang, maka yang menjadi dasar dalam penyusunan P-

Renja PD yaitu sasaran dan program prioritas sebagaimana tercantum 

dalam RPJMD Kota Pangkal Pinang tahun 2024-2026. 

3. Program dan kegiatan dalam P-Renja PD harus selaras dengan program 

dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam 

forum Musrenbang. 

4. Program dan kegiatan dalam P-Renja dilengkapi dengan indikator kinerja 

hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi 

dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. 
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Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan P-Renja Perangkat Daerah adalah 

sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1 berikut: 

 

Gambar 1.1 

Bagan Alir Tahapan Penyusunan P-Renja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Landasan Hukum 

Berikut ini landasan hukum dalam penyusunan P-Renja Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Pangkal Pinang Tahun 2025: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- 

Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 

Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan 
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Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera 

Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4033); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Perangkat Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 5601); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang 

Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2015 

(Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2015 Nomor 10); 

12. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang 

(Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18); 

13. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 

(Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57); 

14. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 

(Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144); 

15. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita 

Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 182); 

16. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 

(Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 224); 

17. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 58 Tahun 2024 Tentang 

Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Pangkal 
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Pinang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 

2024 Nomor 264); 

18. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang 

Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 

277). 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

       Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai 

panduan untuk pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2025, dan perencanaan 

program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang. Sedangkan tujuan 

disusunnya Perubahan Rencana Kerja PD adalah untuk merencanakan 

program/kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ke dalam 

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 

Tahun 2025. 

 

1.4. Sistematika Penyusunan 

Sistematika P-Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkal Pinang pada 

Tahun 2025, meliputi: 

BAB I  Pendahuluan  

1.1. Latar Belakang 

Pengertian Renja, proses penyusunan, kedudukan Renja tahun 

rencana dengan dokumen Renstra, keterkaitan antara dokumen 

Renja dengan Renstra dan RPJMD serta tindak lanjutnya dengan 

proses penyusunan APBD. 

1.2. Landasan Hukum 

Memuat peraturan-peraturan yang terkait secara langsung dengan 

penyusunan Renja PD. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan penyusunan Renja PD tahun rencana, serta 

kaitannya dengan Renstra, dan isu strategis. 

1.4. Sistematika Penulisan Renja 

Susunan dokumen Renja PD terkait pengaturan bab serta garis 

besar isi bab di dalamnya. 
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BAB II  Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I dan Capaian Renstra Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang. 

2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Pangkalpinang. 

Memuat analisis kinerja pelayanan Dinas Lingungan Hidup Kota 

Pangkalpinang yang diukur dengan sejumlah indikator yang 

disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Pangkalpinang. 

Memuat hal-hal kritis terkait pencapaian kinerja Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Pangkalpinang serta masalah dan hambatannya, 

rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam 

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 

2.4. Review terhadap rancangan Awal RKPD. 

Memuat perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil 

analisis kebutuhan. 

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. 

Memuat usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan, 

baik dari pemangku masyarakat terkait langsung dengan 

pelayanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi 

dalam pelaksanaan musrenbang. 

BAB III  Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional 

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, yang menyangkut 

arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang 

terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Pangkalpinang. 

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Pangkalpinang. 

Memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan 

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang. 
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3.3. Program dan Kegiatan 

Memuat faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap 

rumusan program dan kegiatan, kebutuhan dana dan pagu 

indikatif. 

BAB IV Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan 

 pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang. 

 Memuat rencana program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok 

 sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota 

 Pangkalpinang pada Tahun 2025. 

BAB IV  Penutup 

Memuat catatan penting dalam rangka pelaksanaan kegiatan, kaidah 

pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. 
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BAB II 

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 

TAHUN 2025 

 

2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang 

 

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan adalah 

menginterpretasikan sejauh mana kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Pangkalpinang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi 

realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, serta hambatan dan permasalahan yang 

dihadapi. Pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang telah 

melaksanakan berbagai program/kegiatan yang menjadi kewenangannya dalam 

satu bidang urusan wajib yaitu lingkungan hidup. 

Hasil Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025 secara 

umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang 

ditetapkan. Hal ini ditunjukkan persentase terlaksananya kegiatan dan dapat 

memenuhi output yang diharapkan. Di tahun 2025 dilaksanakan 9 (Sembilan) 

program prioritas dengan 14 kegiatan prioritas. Adapun kegiatan prioritas yang 

dilaksanakan di Tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

2 11 01 
  PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

2 11 01 2.02  ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 

2 11 01 2.02 0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 

2 11 01 2.02 0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 

2 11 01 2.05  ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 

2 11 01 2.05 0009 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN 
FUNGSI 

2 11 01 2.06  ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 

2 11 01 2.06 0001 
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 
BANGUNAN KANTOR 

2 11 01 2.06 0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 

2 11 01 2.06 0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 

2 11 01 2.06 0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 

2 11 01 2.06 0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 

2 11 01 2.08  PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
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2 11 01 2.08 0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 

2 11 01 2.08 0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 

2 11 01 2.08 0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 

2 11 01 2.09  PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 

2 11 01 2.09 0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN 
PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS 
JABATAN 

2 11 01 2.09 0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK 
DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU 
LAPANGAN 

2 11 02   PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 

2 11 02 2.01  RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN 
HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA 

2 11 02 2.01 0001 PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPPLH KABUPATEN/KOTA 

2 11 02 2.02  PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 
(KLHS) KABUPATEN/KOTA 

2 11 02 2.02 0001 PENYELENGGARAAN KLHS UNTUK KRP YANG BERPOTENSI 
MENIMBULKAN DAMPAK/RESIKO LINGKUNGAN HIDUP 

2 11 03   PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

2 11 03 2.01  PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN 
HIDUP KABUPATEN/KOTA 

2 11 03 2.01 0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN 
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP 
MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT 

2 11 03 2.01 0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN 
EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN 
IKLIM 

2 11 03 2.01 0015 PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN/KOTA 

2 11 04   PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 

2 11 04 2.01  PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA 

2 11 04 2.01 0003 PENGELOLAAN KEBUN RAYA 

2 11 04 2.01 0004 PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 

2 11 05   PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 
(B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 

2 11 05 2.01  PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 

2 11 05 2.01 0001 FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN 
SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM 
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA 
ELEKTRONIK 

2 11 06   PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN 
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 

2 11 06 2.01  PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU 
KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN 
OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 

2 11 06 2.01 0001 FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN 
LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH 

2 11 06 2.01 0009 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN 
PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG 
DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN 
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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN 
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

2 11 09   PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 
MASYARAKAT 

2 11 09 2.01  PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

2 11 09 2.01 0001 PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA 
USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN 
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

2 11 10   PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 

2 11 10 2.01  PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG 
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 
KABUPATEN/KOTA 

2 11 10 2.01 0004 PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN 
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA 

2 11 11   PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 

2 11 11 2.01  PENGELOLAAN SAMPAH 

2 11 11 2.01 0004 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN 

2 11 11 2.01 0012 PENANGANAN SAMPAH MELALUI PENGANGKUTAN 

2 11 11 2.01 0015 PENANGANAN SAMPAH MELALUI PENGOPERASIAN DAN 
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN SAMPAH 

 

Hasil dari pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan ukuran terhadap 

pelaksanaan Evaluasi Renja tahun 2025 Triwulan I dan pencapaian kinerja Renstra 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025 yang dituangkan dalam 

bentuk matrik sebagaimana tabel 2.1 berikut : 
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2.2.  Analisis Kinerja Pelayanan  

Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang 

 

Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang akan 

dibahas antara lain: 

1. Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang 

berdasarkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan; 

2. Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang 

berdasarkan capaian realisasi anggaran. 

 

2.2.1. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang 

Berdasarkan Realisasi Capaian Pelaksanaan Anggaran 

Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Pangkalpinang berdasarkan realisasi capaian pelaksanaan anggaran 

dilakukan untuk mengetahui potensi dan permasalahan pendanaan 

pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dengan cara 

menganalisis hal-hal antara lain: 

• Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target 

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 

• Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target 

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 

• Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan; 

• Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau 

melebihi target kinerja program/kegiatan; 

• Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra 

perangkat daerah; dan 

• Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu 

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Pangkalpinang 

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Pangkalpinang secara umum, hingga Tahun 2025 terdapat beberapa isu penting 

sebagai berikut: 

NO 
PERUMUSAN ISU –ISU PENTING DLH KOTA 

PANGKALPINANG ASPEK KAJIAN 

1 Pengelolaan Sampah yang Belum Optimal 

Pengelolaan Persampahan berupa 
pengembangan bank sampah, 
Tempat Pengolahan Sampah 

Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), 
pengawasan sampah mobile, serta 
kerja sama dengan pihak swasta 
untuk pengelolaan sampah yang 
lebih efektif. 

2 Keterbatasan Lahan Tempat Pembuangan Akhir 
(TPA) 

Pengelolaan Persampahan, hal ini 
memerlukan solusi jangka panjang, 
termasuk peningkatan kualitas TPA 
dan pemanfaatan teknologi 
pengolahan sampah yang ramah 
lingkungan. 

 
3 Penurunan Kualitas Air dan Banjir 

Penyusunan perencanaan 
lingkungan hidup dan 
pengendalian pencemaran dan 
kerusakan lingkungan. 

 
4 

Perubahan Fungsi Lahan 

Penyusunan perencanaan 
lingkungan hidup dan 
pengendalian pencemaran dan 
kerusakan lingkungan serta 
pengelolaan keanekaragaman 
hayati. 

5 Kualitas Udara 

Penyusunan perencanaan 
lingkungan hidup dan 
pengendalian pencemaran dan 
kerusakan lingkungan serta 
pengelolaan keanekaragaman 
hayati. 

 Sumber: Hasil analisis, Tahun 2025  

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD 

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025 tidak 

mengalami perubahan yang signifikan terhadap rancangan awal RKPD 2025, 

dan perubahan dapat dilihat pada besaran anggaran. Hal ini disebabkan Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang bersifat kegiatan rutin yang harus 

dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai unit pemerintahan 

yang bertanggung jawab atas urusan lingkungan hidup. 
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Tabel 2.4.1 berikut menyajikan program/kegiatan prioritas Tahun 2025 

berdasarkan rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2025 serta hasil analisis 

kebutuhan. 
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Tabel 2.4.1 (T-C.31) 

Review terhadap rancangan awal Perubahan RENJA Tahun 2025 



 

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025 

27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025 

28 
 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Dalam penyusunan Renja Tahun 2025 seyogyanya menguraikan hasil 

kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku 

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan 

provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat 

daerah kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah 

Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah 

Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang 

Kabupaten/Kota yang memuat tentang bagaimana proses usulan 

program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, dan 

kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan 

tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Pangkalpinang melaksanakan forum PD untuk mengetahui usulan 

program/kegiatan pemangku kepentingan yang dikaitkan dengan isu-isu 

penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang 

dilaksanakan dalam pencapaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Pangkalpinang Tahun 2025.     

3.1. Tujuan dan Sasaran  

3.1.1. Tujuan 

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang adalah 

Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

3.1.2. Sasaran 

Adapun sasaran yang ingin di capai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Pangkalpinang adalah Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, 

persampahan, dan pelayanan internal. 

3.2. Program dan Kegiatan 

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang 

akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara 

terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan 

salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah 

ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan 

program juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan 

Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6344). 

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum 

pembangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana tertuang dalam  
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RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 dalam Arah Kebijakan 

Pembangunan 5 Tahun keempat. Program dirumuskan untuk menjawab 

permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada 

setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu 

indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua 

hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Adapun Rencana Program dan 

Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 terlampir dalam Tabel 3.3.1 di bawah ini. 
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Tabel 2.4.1 (T-C.31) 

Review terhadap rancangan awal Perubahan RENJA Tahun 2025 



 

   
Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025          32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025          33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025          34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025          35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       36 
Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025 

 

BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  

 

 Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja (work plan report) tahun 

2024 yang disusun ini merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari Rencana 

Strategi (strategic plan report). Rencana strategi atau disebut dengan Renstra 

sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan 

lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. 

Dengan adanya rencana kerja yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja 

organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus. Renja PD memuat program dan 

kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan 

perkiraan maju. Adapun rencana kerja dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Pangkalpinang dapat kita lihat pada Bab 4.1 sebagai berikut: 
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TABEL 4.1 

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Pada bab ini akan diuraikan mengenai catatan penting yang perlu mendapat 

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan 

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan, serta 

rencana tindak lanjut program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Pangkalpinang Tahun 2025. 

 Adapun catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka 

pelaksanaan program dan kegiatan dan yang harus ditindak lanjuti kedepannya antara 

lain isu-isu strategis yang meliputi: 

1. Pengelolaan Sampah yang belum Optimal 

2. Keterbatasan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 

3. Penurunan Kualitas Air dan Banjir 

4. Perubahan Fungsi Lahan 

5. Kualitas udara 

Disamping isu-isu strategis di atas, yang perlu mendapat perhatian juga ketersediaan 

anggaran apabila tidak sesuai dengan kebutuhan dapat kita analisis dari program dan 

kegiatan yang strategis sehingga dapat diukur kebutuhan perencanaan yang akan 

datang. 

 
 
 

Pangkalpinang , 28 Mei 2025 
 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
Kota Pangkalpinang, 

 
 
 
 
Bartholomeus Suharto, S.T.,M.Si. 
Pembina Utama Muda 
NIP.197208241998031002 
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